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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam rangka
pelindungan kepada pekerja migran Indonesia, pekerja
migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya dalam
proses penempatan;

b. bahwa ketentuan mengenai biaya penempatan pekerja
migran Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 02
Tahun 2020 tentang Biaya Penempatan Pekerja Migran
Indonesia, belum sepenuhnya memenuhi unsur
perlindungan hukum dan sosial bagi pekerja migran
Indonesia sebelum bekerja sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran
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Mengingat

Menetapkan

Indonesia;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PENEMPATAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.

Biaya Penempatan adalah biaya yang diperlukan untuk
proses penempatan dalam rangka memenuhi persyaratan
dan biaya pendukung untuk bekerja ke negara tujuan
penempatan.

Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga
kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari
kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di
instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung
jawab di bidang ketenagakerjaan.

Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara
Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan
pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah
Republik Indonesia.

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang
selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan

hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin
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tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk
menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja
Migran Indonesia.

5. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum
pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau
perseorangan di negara tujuan penempatan yang
mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia.

6. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja
Migran Indonesia dan Pemberi Kerja yang memuat syarat
kerja, hak dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan
keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang
selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah
perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan Pekerja
Migran Indonesia dan Calon Pekerja Migran Indonesia
yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam
rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara
tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

8. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat
yang berwenang di suatu negara tujuan penempatan
yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan
pekerjaan di negara yang bersangkutan.

9. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk pelindungan
sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat
memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

10. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang
selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah
nonkementerian yang Dbertugas sebagai pelaksana
kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja

Migran Indonesia secara terpadu.
Pasal 2

Calon Pekerja Migran Indonesia untuk dapat ditempatkan di

luar negeri wajib memiliki dokumen yang meliputi:
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(3)

surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah
menikah melampirkan fotokopi buku nikah;

surat keterangan ijin suami atau istri, ijin orang tua,
atau ijin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
sertifikat kompetensi kerja;

surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan
kesehatan dan psikologi;

paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
Visa Kerja;

Perjanjian Penempatan; dan

Perjanjian Kerja.

Pasal 3
Pekerja Migran Indonesia tidak dapat dibebani Biaya
Penempatan.
Biaya Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:

a. tiket keberangkatan;

b. tiket pulang;

c. Visa Kerja;

d. legalisasi Perjanjian Kerja;

e. pelatihan kerja;

f.  sertifikat kompetensi kerja;

g. jasa perusahaan;

h. penggantian paspor;

i. surat keterangan catatan kepolisian;

j- Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia;

k. pemeriksaan kesehatan dan psikologi di dalam
negeri;

l. pemeriksaan kesehatan tambahan jika negara

tertentu mempersyaratkan;
m. transportasi lokal dari daerah asal ke tempat
keberangkatan di Indonesia; dan
n. akomodasi.
Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditentukan pada jenis jabatan:

a. pengurus rumah tangga;
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